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BAB 1  

PENDAHULUAN. 

 

1.1 LATAR-BELAKANG 

Perubahan teknologi cyber terjadi begitu cepat, ditambah dengan 

berkembangnya era revolusi 4.0 menuju teknologi 5G. Hal ini  menuntut 

organisasi pemerintah menjadi agile government ( pemerintahan yang gesit) dan 

memiliki learning culture (pengaruh budaya belajar) agar pengembangan 

kompetensi dapat berjalan secara optimal dan dinamis. Sehingga mau tidak mau 

suka tidak suka semua organisasi pemerintah dituntut melakukan 

pengembangan kompetensi dan pembentukan mental yang mampu menjawab 

tantangan globalisasi.[1] Tak terkecuali pada dunia Peradilan di Indonesia. 

Mahkamah Agung adalah kementrian yang menaungi kekuasaan kehakiman di 

Republik Indonesia, yang mana membawahi 4 badan peradilan yakni Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. 

Salah satu fokus utama Mahkamah Agung yang mana tertuang didalam visinya 

adalah mewujudkan Badan Peradilan yang Modern dan juga Agung, dengan 

menghadirkan e-Court di dunia Peradilan Indonesia. 

e-Court adalah layanan bagi para pencari keadilan untuk pendaftaran 

perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, 

dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.[2] Tentunya 

keberlangsungan e-Court ini erat kaitannya dengan adanya data/file digital. 

Terkadang di beberapa instansi, file digital ini masih disimpan secara 

sembarangan, dalam artian data-data tersebut tidak disimpan didalam 1 (satu) 

komputer saja, tetapi di berbagai komputer yang ada di kantor. Bahkan ada 

beberapa orang yang menyimpannya di file sharing network, sehingga siapapun 

yang memiliki akses ke komputer tersebut bisa melihat, merubah isi, bahkan 

menghapusnya. Seperti contohnya file Berita Acara Persidangan yang ditulis 

oleh Panitera/Panitera Pengganti, dan juga file Putusan yang ditulis oleh Hakim.



 

2 

 

Kedua file ini berisikan informasi yang sangat sensitif, dan tidak seharusnya 

disimpan secara sembarangan. Bilamana ada oknum yang memiliki niatan buruk 

bisa saja untuk mengcopy data tersebut, dan merubahnya agar sesuai dengan 

keinginan, dan mengklaim bahwasanya dokumen tersebut adalah yang asli. 

Berdasarkan masalah diatas, dapat diimplementasikan sebuah metode yang 

bernama Tanda Tangan Digital yang mana akan menggunakan metode hash dan 

enkripsi pada file atau data digital tersebut untuk menjaga integritas dari data-data 

digital yang ada. Oleh karena itu peneliti yang mana juga berlatar belakang sebagai 

pengelola IT di dunia Peradilan tergugah untuk mengatasi permasalahan ini. 

Peneliti ingin membuat suatu mekanisme enskripsi dan juga hash pada file digital 

yang penting, yang mana akan menambah nilai integritas / keabsahan dari file yang 

sudah dibuat. Tentunya ini penting, dikarenakan didalamnya memuat tentang nasib 

dari seseorang. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana cara mengaplikasikan metode enkripsi terhadap file/berkas 

digital? 

2) Bagaimana cara melakukan dekripsi terhadap file/berkas yang telah 

dienkripsi tersebut?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1) Mengetahui cara mengaplikasikan metode enkripsi terhadap file-file digital 

Pengadilan Militer III-13 Madiun 

2) Mengetahui cara melakukan proses dekripsi terhadap file/berkas yang telah 

dienkripsi. 

1.4 BATASAN-MASALAH 

Batasan  masalah dalam skripsi ini meliputi : 

1) Ruang lingkup penelitian ini adalah di instansi Pengadilan Militer III-13 

Madiun. 

2) Metode enkripsi yang digunakan adalah AES. 
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1.5 MANFAAT-PENELITIAN 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah, untuk membuat suatu sistem yang 

benar-benar aman dari pihak-pihak yang tidak berwenang, agar produk dari 

instansi khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun benar-benar bisa dijaga 

dari sisi integritasnya. 


